WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG '

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 26
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

bahwa sehubungan dengan adanva perkembangan vang
tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD vang telah i
tetapkan dan adanva kebutuhan vang mendesak
khususnva dalam [Penganggaran Bantuan Operasional
Sekolah  (BOS)  Tahun  Anggaran 2011  yang
Pengalokasiannya dibebankan pada Tahun Anggaran 2011,
perlu dilakukan melalui mekanisine pergeseran anggaran
mendahului perubahan Tahun Anggaran 201 §;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

o

dalamy hurul a, perlu ditetapkan  Peraturan Walikota
Scrang  tentang Perubahan Atas Penjabaran Angearan
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan  Bangunan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran;, = ' . 7 27"
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sobagai111{1-1)_3_',__,1';
telah Jiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuiy 4 "5 -0
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199477

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik . =@

Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l.embaran
Negara  Republik  Indenesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  {lLembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang



10.

12.

13.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Propinsi  Banten  (lLembaran  Negara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomar 47, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrahy  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor 3  Tahun 2005 Tentang
Undang-Undang  Nomer 32 ‘Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4548);

.Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004  tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4718);

Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penvelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 1090);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

15.

16.

17

18.

19.

Dacrah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan l.embaran Negara
Republik tndonesia Namaor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4416)  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Nomor 45-K);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan  (Lembaran Negara  Republik  fndonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Dacrah (LLembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambohan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

.Peraturan Pemerintalh Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25, Peraturan.....ooooiicin,



24,

26.

Memperhatikan: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (foembaran Negara Republik Indoncesia Tahun
2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4583);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kata ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang (l.embaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor
6, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Serang Tahun 2008
Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008

tentang  Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2010 Nomor 16).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

2. Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 247/ pk.(7/2010

tentang Alokasi dana BOS untuk SD dan SMP per siswa
per tahun untuk Tahun Anggaran 2017;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun

2010 tentanyg Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS
Tahun anggaran 2011;

. Surat Ldaran Bersama Menteri Dalam Negeri Rl Nomor :

900/5106/5) dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :
02/X11/SEB/ 2010 tentang  Pedoman Pengelolaan Dana
BOS dalam APBD TA. 2011.

MEMUTUSKAN e,
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) Tahun Anggaran 2011
semula berjumlah  Rp. 563.648.658.206,- Dbertambah sebesar  Rp.
45.633.625.000,- sehingga menjadi Rp. 609.282.283.206,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 563.648.658.206,-
b. Bertambah Rp. _45.633.625.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 609.282.283.206,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) -Belanja Pegawai Semula Rp. 317.307.743.499,-
-Belanja Pegawai bertambah Rp. -
Setelah Perubahan Rp. 317.307.743.499,-
2) -Belanja Bunga Rp. _
-Belanja Bunga bertambah Rp. -

Setelah Perubahan Rp. -

3) Belanja Subsidi Rp. -
-Belanja Subsidi bertambal Rp. -
Setelah Perubahan Rp. -
4) Belanja Hibah Rp.  3.392.000.000,-
-Belanja Hibah bertambaly Rp. _4.877.650.000-,
Setelah Perubahan Rp. 8.269.650.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.166.413.041 -
-Belanja Bantuan Sosial bertambah Rp. - .
Setelah Perubahan Rp. 4.166.413.041,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. -
-Belanja Bagi Hasil bertambah Rp. ~
Setelah Perubahan Rp. _
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  9.883.086.899,-

-Belanja Bantuan Keuangan bertambah Rp. -
Setelah Perubahan Rp.  9.883.086.899,-

8) Belanja ...l



8) Belanja Tidak Terduga Rp.  1.244.490.000,-
-Belanja Tidak Terduga bertambah Rp. -
Setelah Perubahan Rp.  1.244.490.000,--
Jumlah Belanja tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 340.871.383.439,

t

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 26.858.817.750,-
-Belanja Pegawai bertambah Rp. 17.803.360.000,-.
Setelah Perubahan Rp. 44.662.177.750,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 101.578.827.835,-
-Belanja Barang dan Jasa Rp.  21.047.052.500,-.
Setelah Perubahan Rp. 122.625.880.335,-

3) Belanja Modal Rp. 128.917.279.182,-
-Belanja Modal bertambah Rp. _ 1.905.562.500,-,

Setelah Perubahan Rp. 130.822.841.682,-
Jumlah Belanja langsung setalah Perubahan Rp. 298.110.899.767,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 638.982.283.206,-
Surplus/(Defisit) Rp. (29.700,000.000,-)

3. Pembiayaan

a. PPenerimaan Rp.  29.700.000.000,-
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 29.700.000.000 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -
Pasal 2

Merubah Lampiran I Peraturan Walikota Scrang Nomor 26 Tahun 2010 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2011,
khususnya pada urusan Belanja Wajib Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(1.20.05 ) Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis belanja Hibah, Dinas
Pendidikan ( 1.01.01 ) kelompok Belanja  Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Belanja Modal. /

y

yd

7/
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang ticék
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. '

Pasal 3

rd
b

Pasal 4 e

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Walikola Tentang I’Lnjabalan/ APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan ini i tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPPA SKPD )
Kota Serang yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasalb ...
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Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA SERANG,

H.TB.HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2§ Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
A SERANG,

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 5



